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PUTUSAN
Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten
Cirebon, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah
Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 05 Februari 2024, telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 13 Maret 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :58/29/111/2012, tertanggal 13 Maret
2012;
2, Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal
terakhir di dikontrakan Bapak Apidin yang beralamat di Blok Sipe RT. 003

RW. 001 Desa Dawuan, Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, dan
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sudah dikarnuai seorang anak yang bernama: Anak, Laki-laki, lahir tanggal
18 Desember 2012;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum
pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis dan damai, namun sejak bulan Oktober 2022 kehidupan
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya bulan Desember 2022
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
disebabkan: Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
(ekonomi) kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1
tahun lebih 02 (dua) bulan terhitung sejak bulan Desember 2022 hingga
saat ini. Dan sejak saat itu Tergugat pergi dari kontrakan meninggalkan
Penggugat, saat ini Penggugat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat
yang beralamat di Blok Sipe RT. 003 RW. 001 Desa Dawuan, Kecamatan
Tengah Tani Kabupaten Cirebon, sedangkan Tergugat tinggal dirumah milik
orangtua Tergugat yang beralamat di Blok Tanjung RT. 008 RW. 004 Desa
Kertasmaya Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, dan saat ini
Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah
memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat
alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin
dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian

ini ke Pengadilan Agama Sumber;
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10. Bahwa Penggugat adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana
surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 0054/Puskesos/11/2024, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani Kabupaten
Cirebon tanggal 05 Februari 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sumber

Tahun 2024;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, padahal keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut
hukum, maka Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam
berperkara ;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat
dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah

dipanggil secara resmi dan patut;
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Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut patut dianggap
bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap tidak
sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan
gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan Penggugat secara Prodeo
dan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumber Nomor
0064/KPA.W10-A4/HK.02/1/2024 tanggal 05 Februari 2024, maka pembebanan
biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumber dengan
nomor akun 521811 dan 524113 Tahun 2024 (Belanja Barang Non Operasional
Lainnya);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.Sbr,gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sumber
Nomor akun 521811 dan 524113 Tahun 2024;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.
M. SYUKRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs.
SYARIP HIDAYAT, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. SYUKRI, M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran . Rp. 0,00
2. Biaya Proses : Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. ,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai _Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :
- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada
tanggal

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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ttd ttd

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00
2. Biaya Proses : Rp. 0,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan . Rp. ,00
5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Biaya materai __Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 20.000,00

(dua puluh ribu rupiah)
Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada
tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag.,
M.H.
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